
PERATURNAON DAERAH KABUPATEN LEB0NG 
MOR 11. TAHUN 2010 

TENTANG 
pfRUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEB0NG 
N0M0R 41 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN 

pEMILIHAN, P'ELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

Menimba09 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG 
' 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dilakukan Perubahan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 41 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

Mengingal 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828): 

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 renlang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahyang 
(Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2003 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republll<. Indonesia 
Nomor 4349); 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerinlah Pengganli 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang lelah 
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N"'"'?' 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones,a 
Nemer 4548): 



5. 

6. 

7. 

6. 

9. 

Undong.undang N 
Perimba an K omor 33 Tahun 2004 tcntang 

Pemerin:h O
;uanhgon Antara Pemerintah Pusat dan 

Indonesia Tahun ~~ (lembaran Negara Republik 

Negara Repubfik I 
d Nomor 126. Tambahan Lembaran 

1 n onesia Nomor 4438): 

Peraluran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (lembaran Negara Republik lndones!a Tahun 2005 

Nomor . 158. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4587 ): 

Peratura_n Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembag1an Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemenntah Daernh Provinsi dan Pemerintahan Daeroh 

Kabupat.en/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747); 

Peroturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 

terrtang Jenis dan Benluk Produk Hukum Dacrah; 

Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 

lentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Oaerah; 

10. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 

tentang lembaran Oaerah dan Berita Oaerah; 

Dengan Ponsetujuan Bcrsama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG 

dan 

Menetapkan 

BUPATI LEBONG 

MEMUTUSKAN : 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG 

TENTANG PERUBAI-IAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN LEBONG NOMOR 41 TAHUN 2005 TENTANG 

TATA CARA PENCALONAN. PEMILIHAN. PELANTIKAN DAN 

PEMBERHENTtAN KEPALA OESA 

PASALI 

Beberapa keten1uan dalam Peraturan Daeroh Kabupaten Lebong Nomor 41 

Tahon 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan 

P~berhentian Kepala Oesa (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 41), diubah 

sebagai berikut : 

f. Kttentuan Pasttl 1 hunrf e, hurul f, hurul g. hunJf h dlubah, clan 

ditfflibah deng•n huru/ u s~lngga kcse/uruh•n Pasa/ 1 berbunyl 

ttbag1/ berikut : 

'Pasal '1 

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong; 

b. Pemerintahan Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten lebong; 

~ Kepala Daerah adalah Bupati Lebong; 

--------



c:amat adatah Perangkat Daerah Beb . 
d. elaksanakan sebagian kewenangan ya agda_1

11 
l<epala Kecamatan yang 

m ng I mpahkan oleh Bupati; 

()eSO atau yang disebvt dengan rema lei 
e. 1 h kesatuan masyarakat h k n, selanjutnyo disebut desa. 

edll 
3 

rwena untul< u um yang memfllki batas-batas wilayah 
yang be ng mengatur da-i mengurus kcpentlngan masyarakat 
setempal, be~dasarka~ ~sal usul dan adet istiadat sotcmpat yang diakui 
dan dlhormati dalam Sisum Pemerinlahan Negara Republik Indonesia; 

f. peme~ntatahhadnesDea dsaanaBdadlah pep nyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pernenn · . a an ellllusyawaratan Dcsa dalam menga1ur den 
mengu_ru~ kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat ishadat setempat yang diakui dan dlhormati dalam ,istim 
pemerintahan Negara Kesatuan Republlk Indonesia; 

g. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala 
oesa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
desa; 

h. 8',dan Permusyawaratan Dess atau yang disebut dengan nama lain. 
selanjutnya d,singkat BPD. adalah lembaga yang merupakan perwujudan 
demokrasl dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagal unsur 
penyelenggara pemerintahan desa; 

i Perangkal Oesa adalah Perangkat yang bertugas membantu Kepala Oesa 
dalam pelaksanaan lugas dan kewajibannya; 

j. Bakal CalO(l Kepala Oesa adalah Warga Masyarakat Desa setempat 
berdasarkan penyaringan oleh Panitia Pemlllhan ditetapkan sebagai 
Caton Kepala Oesa; 

k. Calon Kepala Oesa dijetapkan oleh Panitia Peminhan dan berhak dipilih 
setelah mendapalkan persetujuan dari Bupati; 

I. Calon terpilih adalah Caton Kepata Desa yang memperoleh suara 
terbanyak; 

m. Pejabat Kepala Oesa adalah Pejabal yang diangkal oleh Pejabat yang 
berwenang untuk metaksanakan ahak, wewenang dan kewojiban Kepala 
Cesa; 

n. Pejabat yang befwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat 
dan membelhentikan Kepala De,a; 

o. Pemilih adalah Penduduk yang befsangkutan dan telah memenuhi 
persyaratan untuk menggunakan hak pirlhnya; 

P. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemillh untuk menentukan pillhannya; 

q. Penjaringan adalah suatu tahap kegiatan yang dilakukan o~h panitia 
P8milihan untuk mendapalkan bakal calon kepala deta; 

r. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panilia 
PEmilihan untuk mendapalkan bakaf calon kepala desa;Kampanye adalah 
suatu media yang diper1ukan untuk menarik simpatJ yang dilakukan oleh 
~Ion yang berhak dipllih berupa penyempaian program yang akan 
dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala desa; 

s. Kampanye adafah suatu media yang diper1ukan untutc menarik simpali 
Yang dilakukan oleh ealon yang berh<>k dipll;h berupa peny..,,.paian 

~ am yang akan dilaksanakan apabila terpinh menjadi kepala dese; 



/\P1''"' rononwMnn f11nnslnnn1 
~r1bt1J1llhlll l I boll{I' """"'" llntlnn l'llOfl llVIR!IIIII Drl(Jrr,h 

LOlllhll{JII KomMynrnkn1on " '" 
ll dlbo II ynno dlo,11 I J 

1r111bfl!Jfl yrmo rtluk nloli m·,,y k . iu I ono11n nomn 1nm odnlnh 

r1111nrrr1k:rn mllrn fHtrnor,111011 du~n d~l::,~t llll,unl rlong,u, l-'1JhU111h:1n dnn 

ITl(lmhordoy11k011 m11ey11mk:11 

/(ttenlu1tn P11111I 2 dll11mb1h 1 •yot 
1- p, 1111 2 t,orbunyl : Y•ltu oynt (3), ••hlnua• koaeluruhon 

"Prisnl 2 

l I) Kcpnl/:I donn dipll1h lono$ung oloh r,ondud k d • 

syoml. u ail colon yang mcmcnuhr 

(2) Pemlllhon kopnln dosn d1loknonoknn ,. 1 , pemlhhon. mo.1 u, lohap poncalonan dan 

(3) Pem~1han kopaln dosa bcrsllat langsurv, 1,mum bcb ha • I · d 

d I 
.. u, • as. ra s1a, uiur an 

a '-

J. Ketontu,n Pose/ 3 oyot 2 dlub11h, sehlngga kestluruh11n Posa/ 3 

t,ert,unyl: 

"Pas.ii 3 

(l) Untuk pencalonan dan pemllihon kcpala desa, BPO mcmbentuk Panitia 

Pemilihan Kepala Desa melalui rapat BPD. 

(2) Panilia pemmhan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri dari unsur 

perangkat desa, pengurus lcmbnga komasyarakalan dan tokoh 

masyarakat. 

(3) Susunan panitia pemllihan dan pencalonan kepala desa ditetapkan oleh 

BPD dan disampalkan kopada Bupati untuk disahkan dengan kepu1usan 

Bupati. 

(4) Tugas Panitia pencalonan dan pemilihon kepala desa adalah : 

a. Menerima pendaflaran bakal calon kepala desa: 

b. Menefil i persyaralan admlnislrasl bakal ca Ion kepala desa; 

c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa; 

d. B11kal calon yang telah memenuhi syarat. penjaringan dan 

penyaringan olch panitia pencalonan dan pemilihan dlajukan kopada 

BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang bemak dipilih: 

o. Mendata dan menetapkan penduduk yang mempunyai hak untuk 

memilih 
I. Mengajukan rencana biaya pencalonan dan pemilihan kepala desa 

kepada Sadan Permusyawaratan Desa; 
g. Menetapkan hari dan tinggal pelaksanaan pemilihan kepala desa dan 

dlumumkan kepada seluruh masyarakal yang mempunyai hak untuk 

memllih; 
h. Menetapkan jadwal kampanye para calon kepala desa; 

i. Molaksanakan pemungutan suara; 

j. Membuat berita acara pemilihan; 

k. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD. 

(5) Bakal calon yang ditetapkan sebagalmana ayal (-4) huruf d, sebanyak­

banyaknya 5 (lima) orang dan aekurang-kurangnya 2 (dua) orang. 



,,....-
,il)~B setclah penjaringan dan pen . 

16) N'~ 
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(dua) orang, moka panitia pe.J~~ngan jumlah bakal calon kurang 
~yoringan untuk kedua k:ilinyu. 

1 1 n mongadakan pcnjaringan den 

ablla bakal colon Kepala De$a lcbih d rl . , 
(7) AP illhan Menyerahkan !eleksi kep a 5 (h~a) 0<ang maka Panltia 

pc<T'ksl tcrtulis sehingga terpenuh· kada Panttla Knbupalen dongen 
sekl inya etenluan ayat (5) 

,<,lfntu•n.Patal 5 huruf b, huruf d, huruf o, huruf 1 diublh dan ditombah 
i 

3
11unrf y,rbl huruf n, o, P, •ehlngga keseluruhan Pua/ s betbunyl : 

"Passi 5 

(l) Ya09 dapal dlpllih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Cesa Warga 
Negara Republil< Indonesia dcngan syarat-syarat : 

a. sertakwil kcpada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Setia kepada Pancasila sebagal dasar negara, Undang-Undang 
Oasar Negara Republ1k Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah; 

c. Ttdak pemah terlibat langsung atau tldak langsung dalam kegiatan 
menghianali Pancasna dan Undang-Undang oasar 1945, den/ atau 
kegiatan organisasi lerlarang lalnnya; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Laniutan Tingkat 
Pertama dan/atau sederajat 

e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 

f. Sehat rohani dan jasmani: 

g. Nyata-nyata tidal< terganggu jiwa den ingatannya; 

h. Berl<elakuan baik, jujur dan adil: 

i. Tldak pemah dihukum karena mclakukan tindak pidana kejahatan 
dengan hukuman paling singkal 5 (lima) tahun; 

j, Tldak dicabul hak pilih berdasarkan kcputusnn pengadilan yang 
mempunyai keputusan hukum yang tetap; 

k. Mengenal daerah dan dikenal masyaral\al didesa setempat; 

I. Bersedla dicalonkan menjadi kepala desa; 

m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesual dengan adat lstiadat yang 

ber1aku setempat: 

n. Terdaftar sebagai penduduk desa setempal sekurang-kurangnya 6 
(enam) bulan deogan tidak terputus-putus yang dlbuldikan dengan 

KTP; 
o. Betum pemah menjabal sebagai kepala desa paling lama 10 

(sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan: 

(2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selatn 
harus memenuhi persyaratan sebagalmana dimaksud ayat (2), juga 
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasannya yang berwenang 

untuk ltu: 

(3) Sagi pegawai Negeri yang dlangkal men]adi Calon Kepala Oesa, 
dlbebaskan dari jabatan organiknya. hak selaku pegawai negeri tetap 
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 p.ul 15 dan 16 d/s/s/pfca 2 

S. f;;' flntl ~ rbunyl sebagal berikut (~tu) P111111t Y•ltu "P...i 15A d.,n 

Pasal ·15A 

Kepala Desa diberhentikan sementa 

(fl ePD apabila dinyatakan melakuka 
1
r.3 oleh _Bupati tanpa melalui usulan 

pidana penjara paling singkat 5 n ,;~ak Pidana yang diancam dengan 

pengadilan yang belum memperoleh k,ma) lahun berdasarkan putusan 

ekuatan hukum tetap. 

t?) l(epala Desa diberhenlikan oleh 8 . 

1• apobila terbukti melakukan lind k . upati lanpa metalul usulan BPD 

ayal (1) berdasarkan puttJsa: pi(jana_ sebagaimana dimaksud pada 

kekuatan hukum tetap. pengadlfan yang telah memperoleh 

PasaI ·1se 

l(epala Desa diberhenlik~n sementara oleh Bupa!i tanpa melalui usulan BPD 

~rena bers~tus sebaga, lersangk~ melakukan tindak pldana korupsi. tindak 

pidana teronsme. makar dan a tau hndak pidana terhadap keamaoon negara; 

6. Oiantara Pasal 16 dan 17 dlslslpkan f (satu) Paul yaitu "Pasal 16A yang 

btrtJunyi sebagai berlkut : 

Pasal ·1sA 

(1) Kepala Desa yang diberhent1kan sementara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15A dan Pasal 158, setelah melalui proses peradrlan 

ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum letap, paling lama 30 (tiga puluh) 

hari sejak ditetapkan putusan pengadllan. BupaU harus merehabilitasi 

dan I atau mengaktifkan kembaft kepala desa yang bersangkutan 

sampai dengan alchir masa /abstan; 

(2) Apabila kepala desa yang diberhentrl<an sementara sebagalmana 

dlmaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, BupaU hanya 

merehabnitasi kepala desa yang bersangkutan. 

1. Kttrntuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) diubah, sehfngr,a keseluruhan Pasal 

11 berbunyi sebagaf ~ rikut: 

Pasal ·1a 

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Oesa dilaksanakan setelah 

adanya perselujuan tertulls darl Bupati. 

(2) Hal-ha! yang dikecualikan dari kecentuan sebagairnana dimalcsud pada 

ayat (1) adalah : . . . 

a, Tertangkap tangan melakukan t1ndak pidana ke1ahatan; 

b. Diduga telah melalc11kan lindak pidana kejahatan yang diancam 

dengan pidana mall; 

(JJ Tlndak penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberilahukan 

secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupatl paling lama 3 hari. 

(◄) Aparat pengawa.s fungslonal dapat melaksanakan pemeriksaan 

lerhadap Kepala Desa mengenai disipfin, pelaksanaan peraturan 

perundang-undang~n dan alllll pelaksanaan pemerintahan yang 

menjadl wewenang dan tanggung Jawab kepala desa. 



Pasalll 

ran oaerah ini mulai ber1aku pada tanggal d' pefllttJ 1undangkan. 

setiaP orang dapat mengetahuin M3r oaerah ini dengan pe ya, memerintahkan Pengundangan 
penittJ~n 

O 
Lebong nempatannya dalam Lembaran Oaerah 

Kabupa e 

Dltetapkan di Tubei 
pada tanggal :i ~ _ ;J _ 2010 

BUPATI LEBONG, 

Olundangkan di Tubel 
pada tanggal ..2 3 - 9- 2010 

SEKRETARIS DAERAH LEBONG. 

ZAINUL AMIN YASIK 

lEMBARAN OAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2.010 NOMOR •. J.2. ... 


